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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PER' TURAN GUBERNUR SUIAWESI TENGGAM

NOMOR:I TAHUN2010

TENTANG
KUAI-ITAS BAHAN DAN STANDAR SATUAN HAR,GA PAKAIAT{ DINASPIMPTNAN DAN ANGGOTA DEWAT{ pERwAKrr-qr.r RAKYAT DAERAH

PROVINSI SU I.AWFST TENGGAM

DENGAN ITAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

G|TBERNUR SUI-AWESI TENGGAMT .

Menimbanrl : a.

b,

oahwa untuk melaksanakaq Ketentuan pasa I 22 ayat12) peraturan
Daerah provinsi sulawesi renggara Nomor 4 Tahun iobs tentarrg
Perubahan atas peraturan Daerah Nomor t ranun 2005 t*ntungKedudukan protokorer cran Keuangan, pimpinan rjan nngqotiDewan Perwakilarr Rakyat Daerah 

-provinsi 'sulawesi 
renggara,

maka perlu menetapkan peraturan Gubernur surawesi renge;
tentang Kualitas Bahan dan Standar satuan Harga pakaian Dinasbagi Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilari Rakyat )eerah
Provinsi Sulawesi Terrggara.
bahw;' kualitas bahan dan standar satuan har"ga pakarian Dinas
?rgi Pimpinan dar: Anggota Dewan perwakirai Rarorat DaerahProvinsi surawesi rengga'a yang terah oii.tuJtin ,r".,gJn
Keputusan Gubernur sutar,vesi ienggara Nomor 33 Tahun 2009belum mengakomodir' ri€fiua. jenis paraian Dirras 6agi pinrpinan
darr Anggota Der,van pentakilan Raky,at Daerah prwinsi sulawesiTenggara sehingga perlu cli sesuaikan.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimakud huruf adan hun:f b maka perru tlitetapkan oJngan puiitriun Gubernur
Sulawesi Tenggara
undang-Undang Nomor 13 Tahrn 1964 tentang penetapan
Peraturan pemerintah pengganti thdang.tJ;;;i Nomor zTahun 1964 tentang pernbentukan Daerafi ringkai I sr.rrawesiTengah dan Daerah ringkat I surawesi iuigJu- denganmengubah undang-Undang Nomor 47 prp. Tahun"ig6o tentingPembentukan D-aeiah Tingkat I suravvesi ut.rJ - r.ngah danDaerah Tingkat I srrrawesi seratan-Tenggara it-emoa-an NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nom or14, r#oJnan rembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2657);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pernerintahan
Daerart (Lernbara.n 

.Negara Republik rnoonesii'iahu' zoa4Nomor t2s,'farnbahan Lembaran Negara n.prorir Indonesi.rNomor 4437); sebagairnana terah oiuoan Jua- rali terakhrrdengan undang-undarrg rlomor ri -iinr.'ir,og 
tentangPerubahan Kedua. Atas tjndang_Unriang womor gtianun ZA04tentang pemerirrtahan Daeral (rem-r,aran NJgu,., RepubrikIndonesia Tahun.2008 Nomor 59, Tambanan uenioaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844)i

uniang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajerisPermusyawaratan Rakyat, Dewan perwakiran *u*rrr, De,nanPerwakilan Daerah dan Dewan perwakiian nal,iat traerah(Lembaran Negara rlepubrik Indonesia Tahun 2009 iiiomor 123,Tambalran i-ernbaran Negara Repubrik inoonesa iroro," 5013);

c.

Mengingat : 1.

2.

3.



Menetapkan :
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4. Pgraturan Pemerintah Nomor 58 Tarhun 2005 te;'ltang

Pengelolaan Keuangatt l)aerah (Lembaran Negara Republik

Indouesia Tahun 20C5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indorresia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tarrun 2004 tentang Kedudtlkan
Protokoler dan Keuangan Pimpirtan dan Aitggota Dettran

Per^vvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahr.,n 2004 Nlomor 90, Tambahan Lemba:'an Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomcr

2l 'fahun 2007 tetttang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pem,:rintah Nclrnor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lenrbaran flegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 'fantbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nor,tor 47L2);
6. Peraturan Menr.eri Darlanr Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan l(euangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturar, Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Prclvtnsi Sulawesi Tenggara Nomoi' 1 Tahun
2005 tentang kedrroukan Protokolei' dan Keuangan Pimplnan

dan Anggota Deuran Perwakilarr Rakyat Daerah Propinsi

Sulawesi Tenggata, sebagairnana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007

terrtang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahuit 2005 tentang Kedudukan Protokoler darr Keuangan
Pimpinan dan Arrggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Sulawesi Tenggara.

B. Peraturan Daerah Prcvinsi Sulawesi 1'enggara Ncmor 2 Tatrun
2008 tentang tJrusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomcr 8 Tahun

2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahurr Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

PERATUMN GUBERNUR TEf\JTANG KUHLffAS BAIIAN DAN STANDAR

HARGA PAKAIAN DINAS B.qGI PIMPII'IAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN MKY,\T DAEMI.I PROVINSI SUI-AWESI TENGGAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur inr yang dirnaksttd Cengan :

1. De,wa1 Perwakilan Rakyat Daerah selanJutnya distngkat DPRD

adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Ten39ara.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dew.rn Pettryakilan

Rakyat Daerah Provinsi S'riawesi Terrggara.
3. Anggota DPRD adalah Anggrta Dewan Perwakilan P.akyat Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresntikan keanggotaan'1ya
sebagai Anggota DPRD Periode 2009 2014 dart telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketelrtuan per'aturarr

Perundang-Undangan.
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Pasal 2

Kualitas t-rahan dan standar Satuan Harga Pakaian Dinas bagi Pintp:nan

dan A rgg:ta newan penvaritarr R.akyaiDaetah Provinsi Sulawesi

renggali adalah sebagai lreriktt :

a. pakaian sipir iiri"an dengan kualitas kain wool drrngan harga

tuOut.t np. 2.000.000,- (Drla Juta Rupiah) per pasang;

b. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang dengan, kualitas bahatt kain

wool dengrn nuigu r.b.iu. np. 2.S00.000,- (dua juta lima ratus

ribu ruPiah) Per Pasang;

c, pakaian Sipil Reinri de-ngan kualitas bahan kain wool dengan hat'ga

np. l.OOO.b0C,' ffga Juta Ruplah) per pasang;

d. bfruion .Sipit 
'Lengian 

d91gan kualiteis bahan kain wool denqan

harga sebesar np. S.UOO'000,- (lima juta rupiah) per pasang'

Pasal 3

Proses perrgadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 dilaksanakan trerdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yarrg berlal'.u';

Pasal 4

Biaya Pengadaan oakaian Drnds Pimpinan dan Anggota Dewan

pervrakilan nafyat Daerah Provinsi 5Lil3vresi Tenggara sebagaimana

dimaksud catam pasa,i i oio.nrnkan parJa Anggaran pendapatan_qal

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Ternggara 
-iahun 

Anggaran 2010

melalui DPA - Sekretaiat Dewan penvaftitan Rakyat daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara Taltun Anggaran 2010'

Pasal 5

DenganditetapkannyaPeratttraninitnakaKeputusan..Gub.elur
Sulawesi r.ngg;ii r'io*ot 333 Tahun 2009 tentang Kualitas. Bahan

dan Standar Suirun 
-ffutgu 

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota

ou*un pe'waritan Rakyat Daerah Provinsi sulawesi Tenggara

dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 6

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal Jiundangkan'

Agar setiap oring mengetahtri, nremerintahkan pengundangan

peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggai'a'

Kendari
- 2010
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Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 2010

SEKRETA RIS DAEMH PR'OVIT\:SI

SULAV/ESi TENGGAM,

H. ZATNAL ABIDIN

BERITA DAEMH PROVITISI SULAWESI TENGGAM TAHUN 2O1O

NOMOR


